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Konvers hak atas tanah dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemilik tanah dengan diperlukannya
suatu pendaftaran tanah agar diterbitkannya suatu sertipikat untuk dapat melakukan perbuatan hukum seperti
pemberian warisan. Cara mendapatkan suatu warisan dapat dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang
atau berdasarkan dengan kehendak terakhir dari seseorang yang dituangkan ke dalam suatu wasiat
(testament). Permasal ahan dalam penelitian ini mengenai perlindungan hukum terhadap pel aksana wasiat
sebagal pemilik tanah bekas hak eigendom verponding yang belum dilakukan konversi terlebih dahulu
namun disertipikatkan oleh ahli waris lainnya dan kedudukan harta peninggalan pewaris yang diberikan
kepada pelaksana wasiat melalui hibah wasiat terhadap golongan kedua. Penelitian ini menggunakan
penelitian doktrinal dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian
terhadap pelindungan hukum yang diperoleh oleh pelaksana wasiat adal ah ketika menerima hibah wasiat
berupa tanah dan bangunan, dapat mengajukan pendaftaran melalui permohonan dan pemberian hak tanah
dengan status tanah negara, namun ternyata adanya surat keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris
lainnya yaitu saudara kandung pewaris yang masih hidup tanpa menjadikan pelaksanawasiat sebagai pihak,
maka perlindungan hukumnya adal ah berupa pembatalan surat keterangan waris dilanjutkan dengan
penetapan kembali ahli waris sehingga pelaksana wasiat masuk sebagai pihak dan melakukan pendaftaran
tanah untuk pertamakali secara sporadik. Terhadap terbitnya Sertipikat atas nama ahli waris golongan
kedua, dapat digjukan permohonan pencatatan blokir oleh pelaksana wasiat sebagai bentuk perlindungan
hukum atas konflik terhadap tanah dan bangunan yang dimiliki pelaksana wasiat. Penetapan kembali
terhadap surat keterangan waris memasukkan pelaksana wasiat sebagai ahli waris pengganti dan pelaksana
wasiat berdasarkan akta hibah wasiat, sesuai dengan Pasal 917 KUHPerdata seluruh harta pewaris dapat
diberikan kepada pelaksana wasiat. Dengan demikian, kedudukan harta yang ditinggalkan oleh pewaris
adalah dalam kekuasaan pelaksana wasiat berdasarkan hibah wasiat yang diberikan kepadanya. Saran
terhadap penelitian ini tanah negara yang diperoleh melalui hibah wasiat dilakukannya permohonan dan
pemberian hak oleh pelaksana wasiat agar tidak bernilai nihil serta dalam menentukan kedudukan harta
peninggalan pewaris tidak hanya melihat adanya sertipikat hak guna bangunan yang terbit atas nama ahli
waris golongan kedua, tetapi juga melihat adanya akta hibah wasiat atas nama pewaris.

...... Conversion of land rights can provide legal protection for landowners who require land registration to
issue a certificate to be able to carry out legal actions such asinheritance. An inheritance can be obtained by
following the laws of the law or by following the testament of a person. The problem in this study was the
legal protection of the testator as the owner of the former eigendom verponding land that had not been
converted first but was certified by other heirs, aswell as the status of the testator's inheritance granted to
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the testator through a bequest to the second group. This study used doctrinal research data collection
procedures in the form of aliterature review. The result of the research on the legal protection obtained by
the testamentary executor was that when receiving a bequest in the form of land and buildings, it can apply
for registration through an application and grant land rights with the status of state land, but if it turns out
that there is a certificate of inheritance made by other heirs, namely the siblings of the living testator without
making the testamentary executor a party, then the legal protection isin the form of canceling the certificate
of inheritance followed by re-determination of the heirs so that the testamentary executor enters as a party
and conducts land registration for the first time sporadically. To prevent the issuance of a certificate in the
name of the second group of heirs, the testamentary executor can file an application for blocking registration
asaform of legal protection against conflicts over land and buildings owned by the testamentary executor.
The re-determination of the heirs includes the testamentary executor as a substitute heir and the testamentary
executor based on the deed of testamentary grant, in line with Article 917 of the Civil Code, al of the
testator's property can be given to the testamentary executor. Therefore, the position of the property left by
the testator isin the power of the testamentary executor based on the testamentary grant given to him. The
suggestion for this research is that state land obtained through testamentary grants should be applied for and
given rights by the testamentary executor so that it is not worthless and in determining the position of the
testator's estate, it looks not only at the existence of a building use right certificate issued in the name of the
second group of heirs, but aso at the existence of atestamentary grant deed in the name of the testator.



